
















Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa  Tengah 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 42); 

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5); 

f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi 

Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2011 Nomor 10); 

i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa  Tengah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015 Nomor 12); 





 LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

PROVINSI JAWA TENGAH  

NOMOR 487.22/ 1126 TAHUN 2023  

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN 

 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

NOMOR 487.22/1126 

Pada Hari ini, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini : 

No 

Informasi 

(berisi informasi 

tertentu yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik 

(berisi uraian 

konsekuensi/pertimbangan) 

Jangka 

Waktu 

(disebutkan 

jangka waktunya) 
Dibuka Ditutup 

1. Arsip Foto Udara 1. 1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf 

h dan j 

2. 2. UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan   

pasal 66 ayat 3 

3.  

4.  

 

Mengungkap 

kekayaan alam dan 

rahasia negara RI 

Melindungi 

penyalahgunaan 

oleh pihak yg tdk 

berkepentingan 

30 Tahun 
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